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Abstrak

Pemberlakukan syariat Islam banyak mendapatkan kritikan karena dianggap berpotensi
melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana pemikiran Bassam Tibi. Namun demikian, hal ini
berbeda dengan pandangan Muhammad Arkoun dan Hasan Asy-Syarqawi yang menerima
pemberlakuan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran hukum figh/Islam untuk ditransformasi ke
dalam pembangunan hukum nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut, bagaimana penegakan nilai-nilai kemanusiaan dapat diwujudkan
dalam pembangunan hukum di Indonesia. Adapun jenis pendekatan kajian ini adalah kajian
politik hukum yang meneliti nilai-nilai figih kemanusiaan dalam pembangunan hukum di
Indonesia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan
figih/hukum Islam sangat terkait dengan dinamika kehidupan aktual dari manusia, bahkan
eksistensi hukum ditentukan dengan kepentingan hidup manusia sebagaimana pandangan
pakar hukum Najmuddin Atu-Tuhfi dan Philip K Hitti. Ajaran-ajaran hukum Islam memiliki
oreintasi untuk menjawab masalah-masalah aktual kemanusiaan sebagaimana Nabi
Muhammad saw telah dipratikkan Nabi dan penerusnya. Nilai-nilai kemanusiaan ini kemudian
mendapatkan momentunnya yang baik ketika hak asasi manusia menjadi kebijakan umum
dalam Dekralasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam sistem bangunan hukum di
Indonesia, unsur hak asasi manusia tidak boleh dinafikan dan juga sekaligus unsur kekosongan
hukum juga harus diperhatikan, sehingga eksistensi hukum yang lahir dari norma agama atau
budaya masyarakat dapat diakomodir sebagaimana regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci: nilai-nilai kemanusiaan, Legislasi, dan hukum Islam

Abstract

The enforcement of Islamic law has been criticized for being potentially violating
human rights as the thinking of Bassam Tibi. However, this is different with the view of
Muhammad Arkoun and Hasan Ash-Syargawi who received the application of human values
in the teaching @¥iqh/Islamic law to be transformed into national law development. Based on
these problems, this study can be formulated as follows, how the enforcement of human values
can be realized in the development of law in Indonesia. The type of approach of this study is
the legal political studies that @Jmined the values of humanity jurisprudence in the
development of law in Indonesia. The result of the study shown that the history of the growth
and development of Figh/ Islamic law is closely related to the actual dynamics of human life,
even the existence of the law determined by the interest of human life as well as the views of
legal experts, Najmuddin Atu-Tuhfi and Philip K. Hitti. The @chings of Islamic law have
orientation to answer the actual problems of humanity as had been practiced by the Prophet
Muhammad and his successofif) These human values then get great moment when human rights
become a common policy in Universal Declaration of Human Rights (UDHR). In building the
system of law in Indonesia, the element of human rights should not be denied and is also an
element of legal vacuum at the same time should be considered also, so that the existence of
laws that is born from religious or people cultural norms can be accommodated as the
applicable legal regulations in Indonesia.
Keywords: human values, legislation, and Islamic law
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A.Pendahuluan

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam tidak lepas dari perkembangan
situasi dan kondisi masyarakat. Abdul Wahab Khallaf telah memberikan ilustrasi bahwa
hukum Islam tidak bisa berkembang dan diimplementasikan tanpa adanya korelasi intensif
antara magqasid al-nas (tujuan nas) dengan kepentingan empiris masyarakat. Hal itu menjadi
parameter dalam pembangunan hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak bisa dibangun dan
dikembangkan tanpa adanya unsur-unsur eksistensial yang menyertainya. Unsur manusia
memiliki peran penting dalam menentukan pembetukan hukum. hukum Islam menempatkan
nilai-nilai kemnausiaan sebagai dasar dalam pembangunan hukum. Hukum Islam yang
dibangun harus merepresentasikan nilai-nilai kemanusian universal (yajlibu naf’an li akbari
‘adadin min al-nas).!

Menurut M Quraish Shihab, nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar@;ional dalam
pembangunan dan penerapan hukum hukum Islam. Logika hukum rasional ini telah digariskan
oleh kitab suci al-Qur’an ? Nilai-nilai rasional yang terdapat dalam jiwa hukum Islam terekam
dalam sejarah hidup Nabi Muhammad saw pada periode Madinah. Penelitian Philip K Hitti
menyatakan bahwa ajaran hukum Islam pada periode Madinah menekankan penyelesaian
masalah-masalah hukum berdasakan asas-asas kemanusian, dimana masyarakat yang tertindas
dan terkooptasi oleh aturan Jahiliyah direformasi. Nabi Muhammad saw membuat kebijakan
yang berpihak kepada kaum tertindas atau du’afa’ dari mereka dan berusaha mengangkat
harkat dan martabat dasar kemanusiaanya, seperti hak hidup, beribadah dan hak waris yang
belum pernah dimiliki pada zaman Jahiliyah. Perhatian Nabi saw tersebut disampaikan pada
waktu khutbah haji wada’ yang intinya menekankan, bahwa kaum Muslim adalah saudara di
antara sesamanya, dan mereka berada dalam satu persaudaraan. Oleh sebab itu, tidak boleh di
antara mereka mengambil hak dari salah satu di antara mereka. Mereka memiliki hak dan
derajat yang sama, yang penting merecka memiliki ketaqwaan, maka di sisi Allah swt memiliki
derajat yang sama.’

Dalam masalah perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia tersebut, John Lokce,
Ilmuwan Barat, menegaskan bahwa hak asasi manusia menjadi hak yang dimiliki sebagaimana
hak hidup yang bersumber dari Tuhan dan hak turunannya. Oleh sebab itu, setiap manusia
mempunya kewajiban untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia tersebut serta tidak
boleh melakukan tindakan apa pun yang dapat mencederai hak-hak asasi manusia.* Hak ini

wajib dijaga dan dilindungi sebagai kodrat manusia yang diberikan Allah kepadanya.




Jimly Asshiddigie berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak dasar manusia
merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi sebagai bagian esensial dari pelaksanaan
hak asasi manusia. Untuk itu, wajar jika hak asasi manusia dijadikan dasar normatif dalam
naskah pembentukan perundang-undangan di negara modern. Hak asasi sebagai hal yang
melekat pada diri manusia harus dijaga dan dilindungi keberadaanya. Hak asasi yang dimaksud
di sini adalah hak yang melekat dalam diri manusia.’

Berbicara hak asasi manusia, hukum kodrat mengklasifikasinya menjadi tigﬁlacam:
Pertama, hukum kodrat primer (dlaruriyat) yang melekat pada diri setiap manusia dan tidak
bisa diganggu gugat oleh siapa pun. Dari hukum kodrat ini lalu disusun adanya larangan
hukuman mati dan pembunuhan. Kedua, hukum kodrat sekunder (hajivat) yang menentukan
aturan dalam mengatur eksistensi manusia yang tingkat signifikansinya di bawah hukum
primer tersebut, misalnya kebebasan beragama, berpendapat, dan aktualisasi diri. Ketiga,
hukum kodrat yang bersifat komplementer (zahsiniyar) yang mengatur masalah kebutuhan
yang derajat pentingnya berada di bawah hukum kodrat sekunder, seperti perlindungan asas
hukum adat.®

Dalam perkembangan berikutnya, norma hukum kodrat berevolusi menjadi regulasi etis
yang penting dan menjadi dasar dalam membangun hukum positif di dunia modern. Hukum
positif tersebut dipakai untuk merealisasikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam
perkembangannya, paradigma pembangunan hukum positif ini dipengaruhi oleh aliran filsafat
eksistensialis.” Aliran eksistensialis memposisikan manusia tidak sama seperti barang, ia
memposisikan manusia sesbagaimana mestinya, sehingga dengan munculnya aliran ini, maka
muncullah paradigma hak asasi manusia dalam lintas budaya, bukan universalisasi nilai-nilai
kemanusiaan. Paradigma ini lalu dipakai untuk melengkapi tradisi norma hukum yang dianut
oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 835) yang memperjuangkan perlunya perlindungan
Hak Asasi Manusia Universal sebagai dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM). Deklarasi DUHAM itu muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap
segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sering terjadi di berbagai negara yang
absolut dan otoriter.

Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadikan hak kebebasan dan
kesamaan martabat dalam pasal 1 sebagai dasawembangun tatanan hukum di seluruh dunia,
dan sekaligus melarang tindakan diskriminatif atas dasar apa pun, termasuk atas dasar agama
sesuai dengan pasal 2. DUHAM berupaya menjamin penegakan hukum yang adil dan tatanan
kehidupan egaliter. Kebebasan dan kesamaan martabat merupakan titik temu dalam

pembangunana kerjasama internasional antara negara dalam berbagai aspek kehidupan baik
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sektor formal maupun sektor swasta. Bahkan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik sudah mengatur rambu-rambu nilai-nilai universal yang dapat dijadikan landasan
untuk menjamin dan mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan perdamaian
internasional *

Problem penegakan nilai-nilai kemanusiaan tesebut juga meruapakan perdebatan serius
di kalangan ilmuwan Muslim atau peneliti, di antaranya, adalah Bassam Tibi yang menolak
penerapan hukum Islam, ia menyatakan bahwa hukum Islam yang dipahami kaum Muslim
bertolakbelakang dengan norma-norma hukum dalam DUHAM. Bahkan hukum Islam yang
diterapkan oleh kaum Muslim tidak memadai dan menimbulkan bahaya bagi penegakan nilai-
nilai kemanusiaan.’

Sementara itu, yang setuju dengan penerapan aturan hukum Islam adalah Muhammad
Arkoun dengan syarat, bahwa aturan hukum Islam yang akan diterapkan merupakan nilai-nilai
hukum Islam yang universal dan akomodatif terhadap perkembangan tradisi masyarakat.'®
Demikian juga Hasan Asy-Syarqawi, dalam karyanya yang berjudul Nahwa Manhaj Ilmi
Islami yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Manhaj IHmiah Islami,
terbitan Gema Insani Press, tahun 1994 juga menyepakati penerapan Islam, ia menyatakan
bahwa nilai-nilai kemanusiaan diakui dan harus dijaga dalam ajaran hukum Islam serta tidak
boleh ada pembedaan, kecuali atas dasar prestasi dalam hal ketagwaan, akhlakul karimah, amal
ibadah dan keikhlasannya kepada Allah swt.!!

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut,
bagaimana penegakan nilai-nilai kemanusiaan dapat diwujudkan dalam legislasi hukum Islam
di Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan penelitian hendak mengkaji penegakan nilai-nilai
kemanusiaan agar dapat diwujudkan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia.

Jenis pendekatan kajian ini adalah kajian politik hukum yang meneliti nilai-nilai
kemanusiaan dalam legislasi hukum Islam di Indonesia yang diharapkan dalam mewujudkan
pembangunan materi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat
Indonesia serta untuk mendorong 6wujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negera Republik Indonesia (UUD-NRI) 1945

Adapun kerangkan teori yang digunakan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang sudah
menjadi prinsip dan dasar hidup Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat yang adil,
makmur dan sejahterah baik lahir maupun batin. Namun demikian, keadilan, kemakmuran dan

kesejahteraan bagi Nabi saw tidak bersifat kumulatif, tetapi distributif. Karena itu, seseorang




yang berprestasi dalam hal ketagwaan, amal ibadah dan moralitasnya, akan berbeda dengan
yang tidak berprestasi. Hal itu diatur dalam kajian hukum Islam.'

Namun demikian, secara faktual Kkajian hukum Islam' justru mengalami
kecenderungan dogmatik dan juga sekaligus relativistik. Munculnya kajian hukum Islam
dogmatik kemudian memunculkan stagnasi dalam bidang keilmuan hukum Islam, sehingga
kajiannya memunculkan konservatisme keilmuan hukum Isla g pada dasarnya bisa
memunculkan radikalisme dan anarkisme. Untuk menjawab hal itu, para ahli hukum Islam
melakukan pembaruan hukum Islam sebagaimana pernah diselenggarakan di Sudan, tetapi
hasilnya tidak memuaskan, bahkan terjebak pada fundamentalisme agama.'> Sementara itu,
paradigma kajian hukum Islam relativistik yang dikembangkan kalangan sebagian ahli hukum
Islam sebagaimana pemikiran Khalid Abou Fadl telah melahirkan relativisme dalam paradigma
hukum Islam, sedangkan hukum Islam sesungguhnya harus mempunyai kepastian, disamping
adanya aspek relativitas-dinamis.'® Munculnya paham hukum lslanﬁlativistik tidak luput dari
arus tradisi modern yang mengajarkan sekularisme yang tertuang dalam Deklarasi Universal
Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam prinsip DUHAM disebutkan, bahwa
manusia merupakan landasan utama dalam mengambil segala kebijakan duniawi,'” sehingga
prinsip perlindungan kemanusiaan yang pada awalnya diatur oleh norma hukum agama lalu
bergeser ke norma-norma DUHAM.'"® Karena itu, nilai-nilai DUHAM tidak seluruhnya dapat
dijadikan landasan dalam membangun hukum Islam, tetapi spirit DUHAM dalam menjamin
dan melindungi hak-hak dasar manusia dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam legislasi
hukum Islam di Indonesia.

Secara global, ada tiga paradigma kajian hukum Islam, yakni'® Pertama, paradigma
kajian hukum Islam literalis, dan doktrinal-teologis, seperti pemikiran Abul A’la al-
Mawdudi.’ Kedua, paradigma kajian hukum Islam sekularistik sebagaimana pemikiran Abd
Roziq.*' Paradigma kajian hukum Islam ini berkarakter sekularistik.> Ketiga, paradigma
kajian figih kritis.>* Dalam kajian tipologis ini, Abdullahi Ahmed An-Na'im - salah satu tokoh
pembaru hukum Islam asal Sudan- mengkritisi paradigma hukum Islam dogmatik-
fundamentalistik yang berkembang di Timur Tengah yang sudah tidak relevan lagi dan juga
sekaligus kritik terhadap hukum Islam relativistik-sekularistik yang disuarakan para ilmuwan
Barat.>* Paradigma hukum Barat jatuh pada paham humanisme-sekular, sedangkan paham
hukum Islam dogmatik-fundamentalis jatuh pada pemberangusan hak-hak dasar manusia demi
membela regulasi tekstual agama. Kajian hemerneutis juga menjadi tradisi kajian hukum Islam
dalam kaitannya dengan pelembagaan hukum Islam dalam tata kehidupan kenegaraan

sebagaimana disuarakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im’dalam karyanya yang berjudul,
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Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law dan
Toward an Islamic Hermeneutics for Human Rights.”

Dalam bahasanya Moh Mahfud MD, pembentukan materi hukum perlu diarahkan
untuk memperbarui produk hukum berlandaskan nilai-nilai sosial dan asprasi masyarakat
Indonesia %r& untuk menyokong terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan nasional yang berlandaskan pada ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945.
Pembahasan materi hukum mencakl&tahap penerapan hukum, pembentukan hukum,
penelitian dan pengembangan hukum. Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini adalah untuk
memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan/legislasi’® hukum Islam di
Indonesia untuk mengisi kekurangan/kekosongan hukum dalam menyelesaikan persoalan
kehidupan ketatanegaraan yang sangat cepat berubah, sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang

termuat dalam hukum Islam dapat ditransformasi dalam pembangunan hukum di Indonesia.?’

B. Nilai-nilai k Asasi Manusia dalam Legislasi Hukum Islam

Secara historis, hak asasi manusia di Ba%dimulai sejak lahirnya Magna Charta tahun
1215 di Inggris yang mempunyai prinsip dasar bahwa “manusia berkedudukan sama di muka
hukum” (equality before the law). Sesudah itu, lalu dilanjutkan dengan munculnya Deklarasi
Pancis tahun 1789 yang menjelaskan konsep equality before the law yang mempunyai tiga
unsur: Pertama, freedom of expresson yang menjadi landasan prinsip kebebasan dalam
mengatur tata kehidupan warga atau seseorang dalam mengemukakan kebebasan berpendapat
di muka umum dengan tanpa tekanan dan paksaan pihak mana pun. Kedua, freedom of religion
menjadi landasan mengatur kebebasan dalam menentukan pilihan beragama bagi warga atau
seseorang untuk menetapkan pilihan agamanya yang akan diyakini dan dikerjakan, tidak boleh
ada norma hukum yang memaksa siapa pun dalam memeluk agama. Ketiga, the rights of
property merupakan jaminan dalam melindungi hak milik harta benda, sehingga setiap orang
berhak menyelenggarakan kegiatan bisnis dan ekonomi dalam mengembangkan usahanya dan

hasil usahanya dijamin perlindungannya oleh hukum.?

Regulasi hukum dalam Deklarasi
tersebut merupakan awal pemisahan relasi agama dan negara, bahan ketika moralitas dianggap
universal sebagaimana gagasan Immanuel Kant, filsuf German, maka hak istimewa agama
menjadi dipertanyakan?® Tradisi Kant merupakan awal munculnya gerakan rasionalisme-
sekuler yang kemﬂan memunculkan paradigma tradisi hukum nasional (positif) di Barat,
termasuk lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (10 Desember 1948) yang menjadi

dasar pembentukan hukum positif di dunia modern. Sesuai dengan pemikiran Paul Recoeur,

paradigma DUHAM meletakkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai etika hidup baik jika
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dilakukan bersama dan untuk kebaikan orang lain juga serta tidak ada hubungannya dengan
regulasi norma hukum agama.

Dalam paradigma HAM, ada dua paradigma, yakni paradigma HAM Individual yang
menyandarkan diri pada pada ideologi kapitalis Barat dan paradigma HAM kolektif yang
berlandaskan pada ideologi sosialis, yang mana keduanya kurang ideal karena sama-sama
mengandung kelemahan. Karena itu, paradigma figih yang berorientasi perlindungan hak-hak
individual dan kolektif perlu ditegakan dalam pembangunan hukum nasional. sesuai dengan
pemikiran Muhammad Arkoun, paradigma figih yang harus dibangun para ahli hukum Islam
Indonesia harus mampu mendialektikakan dua paham ekstrim itu dengan menawarkan
paradigma inklusif-pluralis, karena paradigma kajian ekstrim ini tidak dapat menyokong
munculnya paradigma baru dalam studi ilmu figih** Sesuai dengan pemikiran Ann Elizaberth
Mayer, ijtihad figih masa kini tidak dapat hanya mengkaji aspek-aspek hukum Islam yang
bernuansi diskriminatif dalam implementasinya, tetapi harus melakukan usaha ijithad yang
komrepehensif dalam bidang fiqih dalam membangun paradigma hukum nasional humanis.’!

Dalam konteks keindonesiaan, idealisme menegakan hak asasi manusia dalam regulasi

um nasional telah diperjuangkan oleh para pendiri negara yang menyebutkan bahwa
Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945. Negara berdasarkan hukum
(‘Rechisstaat’). Terwujudnya sistem negara hukum Indonesia bukanlah akhir dari perjalanan
perjuangan pembangunan hukum nasional di negara ini karena perjalanan hidup manusia terus
bergulir dan dinamis, maka ijtihad pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai tradisi
masyarakat sangat bermakna untuk integrasikan dalam pembangunan hukum nasional agar
produk hukumnya berjalan menjadi efektif >

Sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD-NRI Tahun 1945, hak asasi manusia di
Indonesia menjadi landasan yang penting dan menjadi roh dari eksistensi hukum Islam. Karena
itu, HAM di Indonesia bukan hanya memposisikan manusia sebagai diri manusia, tetapi juga
sebagai diri yang memiliki relasi dengan Tuhan dan kelompok masyarakat lainnya. Atas dasar
itu, aturan h&um dalam peraturan perundang-undangan mencantumkan nilai-nilai
kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
menyebutkﬁalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2) bahwa:

(1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun,
Pemerintahan, dan s@fijp orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia. 2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang
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apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi

manusia.>

Dalam menegakkan hak asasi manusia, nilai-nilai kultural dalam tradisi agama, yakni
figih merupakan sumber dasar dalam membangun hukum psocitif di Indonesia. Jimly
Asshiddiqie, mc%mpaikan dalam karyanya yang berjudul “Negara Hukum Indonesia” bahwa
untuk menjaga supremasi hukum (supremacy of law), pemimpin tertinggi negara yang
sesesungguhnya, bukan manusia, tetapi konstitusi sebagai hukum tertinggi. Secara normatif,
eksistensi supremasi hukum sudah diatur dalam ketentuan hukum dan/atau konstitusi,
sedangkan secara empirik, eksistensi itu ada dalam tidakan manusia yang menjadikan sistem
hukum sebagai aturan hukum yang paling tinggi.** @

Esistensi negara hukum bagi Indonesia ditegaskan dalam UUD-NRI un 1945 dalam
pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Untuk itu,
negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan sekaligus menjadikan hukum sebagai
landasan pembangunan hukum nasional, sehingga hukum dapat ditegakkan demi menjamin
terwujudnya keadilan hukum dan kesejahteraan umum. Dalam sistem hukum ini, hak asasi
manusia mendapat perlakuan penting karena diatur dalam sis@n hukum nasional di Indonesia
yang menganut sistem tertib hukum hirarkis dan keragaman 3

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan dalam
konsiderannya bahwa hak asasi manusia menjadi hak asasi yang terdapat diri manusia dengan
melekat sebagai kodratnya, dan manusia sebagai makhluk Allah swt, memiliki kewajiban untuk
melakukan pemakmuran dan pemeliharaan terhadap seluruh alam ini untuk menjamin
kesejahteraan manusia, menjamin perlindungan harkat dan manabwa, serta terjadinya relasi
harmonis baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Karena itu, semuahak asasi
tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh cabut siapa pun.*® Hal itu
sesuai dengan Pasal 4 UU tersebut yang menyebutkan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun dan oleh siapapun.?’

Berdasarkan uraian tersebut, DUHAM merupakan salah satu bagian esensial dalam
menegakan nilai-nilai kemanusiaan universal di dunia yang secara substantif memiliki

kesamaan prinsip dengan legislasi hukum Islam, yakni tujuan pembangunan hukum Islam tidak




ada lain kecuali hanya untuk mewujudkan tegaknya nilai-nilai dan hak-hak dasar manusia di

muka bumi.

C. Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Legislasi hukum di Indonesia merupakan wilayah dari lembaga legislatif,
sedangkan wilayah eksekutif lebih banyak mengurusi implementasinya. Walaupun kedua-
duanya sesungguhnya sama-sama mempunyai kewenangan mengusulkan rancangan
peraturan perundang-undangan, tetapi legislatif adalah menjadi ujung tombak dalam
pembangunan hukum di Indonsia. Legislasi peraturan perundang-undangan/hukum

ilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, praktik legislasi hukum

Islam di Indonesia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang berjalan.
Kalau sistem politik yang berjalan adalah bersifat demokratis, maka hasil hukumnya juga
dapat bersifat demokraratis. Dengan kata lain, sistem hukum ini dapat menyerap aspirasi
tradisi/aspirasi masyarakat. Namun demikian, kalau sistem politik yang berjalan adalah
otoriter, maka hasil hukumnya dapat bersifat otoriter. Dengan kata lain, hasil hukumnya
dapat sulit mengakomodir aspirasi/kepentingan masyarakat, bahkan dapat sebaliknya.*®

Nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan/bahan dalam melakukan legislasi
hukum Islam di Indonesia di antaranya adalah Zakat. Secara etimologis, zakat mempunyai arti
“suci” yang berarti bahwa zakat memiliki fungsi dalam penyucian jiwa dan harta pemiliknya,
atau “berkah” yang berarti bahwa zakat memiliki fungsi dalam memunculkan keberkahan bagi
harta pemiliknya, selain arti “berkembang”. Secara terminologis, zakat adalah sebagian (kadar)
harta tertentu yang sudah sampai pada syarat minimal (nishab) dalam satu tahun (haul) yang
diberikan pada orang yang memiliki hak memperoleh zakat (mustahiq) sesuai ketentuan.
Dalam menjaga sistem stabilitas sosial, zakat sangat E‘manfaat dalam mendinamisir dan
mengembangkan tatanan sosial kemasyarakatan, karena zakat dapat menyucikan jiwa dari sifat
kikir dan juga sekaligus harta bisa terbagi secara merata. Penerimnya juga dapat lepas dari
perbuatan hasut atau kriminal karena faktor kesenjangan atau kemiskinan. Dalam faktanya,
zakat merupakan salah satu sumber pemasukan keuangan negara. Masyarakat Muslim pada
dasarnya masih membagikan zakat langsung pada penerimanya (mustahiq), walaupun BAZIS
(Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah) sudah berdiri dan berjalan sebagai pengelola dan pendistribusi
zakat kepada yang berhak .

Ajaran hukum Islam menyagakan bahwa zakat bukanlah tujuan bagi dirinya, tetapi
hanyalah instrumen untuk menuju kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di

akhirat. Falsafah zakat mengajarkan pada umat manusia untuk melatih dirinya untuk dapat
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hidup bahagia dengan memiliki harta dan mampu mendistribusikan hartanya kepada sesama
umat manusia sebagai wujud ibadah. Ajaran hukum Islam berusaha membangun pemerataan
ekonomi di kalangan umat manusia.*’

Ajaran hukum Islam mengajarkan pemerataan harta kekayaan di kalangan umat
manusia ketika telah mencapai batasan yang ditentukan berupa nisab. Harta itu dibagikan pada
kaum du’afa’ yang dikenal dengan “mustahiq” (orang yang berhak menerima harta zakat).
Adapun harta yang wajib dizakati adalah harta atau kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis
tinggi, misalnya emas atau perak, hasil peternakan yang dicapai tanpa biaya operasional
pemeliharaan, hasil pertanian (ziru ") dan buah-buahan (¢simar), modal usaha dan perdagangan
(‘urud al-tijarah), dan juga harta kekayaan yang terdapat dalam perut bumi (rikaz), yang di
Indonesia pada saat ini juga masuk kategori bebatuan berharga seperti batu red raflesia, batuk
akik, safir, bacan, kalimaya dan lain-lain. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib
sebagaimana perintah Allah swt, dan penguasa berhak membuat kebijakan imperatif jika warga
Muslim tidak mau membayarnya.*!

Dalam bahasanya Said Aqil Siroj, nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tertera dalam
hukum zakat merupakan sumber inspirasi dan sumber etik dalam membangun hukum Islam di
Indonesia. Hukum zakat di Indonesia itu dalah kumpulan dari beragam pemikiran madzhab yang
terintegrasi dengan dinamika sosial dan tradisi masyarakat Indonesia. Spirit hukum ini menjadi
dalam membangun hukum di kalangan umat lslarwdonesia, termasuk Ormas Nahdlatul Ulama.
Oleh sebab itu, zakat sebagai bagian dari regulasi hukum Islam yang telah menjadi sistem hukum
nasional dapat menjadi regulator pendestribusian harta atau kekayaan negara bagi kepentingan
umum.*?

Zakat sebagai instrumen hukum untuk mengatur stabilitas peredaran zakat di masyarakat
mempunyai kemiripan dengan pajak yang menjadi regulasi hukum di negara modern. Indonesia
juga merupakan salah satu bagian dari pengguna regulasi pajak dalam membiayai roda
pemerintahan RI. Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan, pajak adalah suatu jenis pembayaran
vang dilakukan terhadap pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang
berhubungan dengan pelayanan umum baik berupa barang maupun jasa. Di Indonesia dikenal
dengan pajak bumi, pajak bangunan, pajak materai, pajak pelabuhan, pajak radio, televisi, pajak
penghasilan, perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Dengan demikian, zakat dan pajak pada
dasarnya sama-sama diserahkan pada negara (amil) untuk kepentingan pembangunan umum.*?

Dalam memelihara kebutuhan dasar manusia, hukum Islam mengatur perlunya menjaga
sistem pendistribusian harta kekayaan melalui sistem zakat. Dalam masalah pendestribusian dan

pendayagunaan harta kekayaan negara berupa zakat bagi kepentingan umum, Pemerintah RI
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mengeluarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan mengatur pengelolaan zakat di
ﬁlonesia. Demikian juga di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dibentuk regulasi hukum
tentang pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7
Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat yang pada prinsipnya bertujuan menciptakan dan
membangun kesejahteraan umum.

Spirit Undang-Undang dan perda zakat tersebut berdasarkan pada spirit dan kebijakan
Nabi Muhammad saw dan Khulafa' al-Rasyidun yang mewajibkan pembayaran zakat bagi
penduduk Muslim, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk non-Muslim yang dikenal
jizyah. Dalam sistem tata negara yang dibangun Nabi dan sahabatnya, tidak ada kewajiban ganda.
Regulasi hukum zakat di Indonesia berlaku bagi warga Muslim saja, sedangkan regulasi
hukum tentang pajak diberlakukan bagi warga Muslim dan non-Muslim dengan prinsip tidak
dibebankan kewajiban ganda.*

Dengan meminjam analisis Roy P. Mottahedeh, regulasi hukum tentang zakat dapat
menjadi salah satu instrumen regulasi hukum dalam membangun suasana toleransi dan
kerjasama untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama di masyarakat. Regulasi
hukum ini menjadi pembeda dari regulasi hukum zaman Jahiliyah yang tidak memberikan
ruang kebersamaan dan kesetaraan sesama kelompok dan golongan agama. Paham
kemanusiaan Nabi saw telah menancapkan semangat dan perjuangan kemanusiaan sepanjang
masa.*®

Disamping itu, ajaran hukum Islam juga mengatur perlindungan hak-hak jiwa dan akal
pikiran dengan cara melarang pembunuhan dan minum-minuman keras terhadap umat manusia.
Dalam praktiknya, minuman keras lalu diatur dalam regulasi larangan perda minuman keras di
sejumlah daerah. Dalam hal mimuman keras, ada seseorang yang konsultasi hukum pada
Khalifah Umar R.A. tentang minuman keras atau yang memabukkan, ia menjawabnya
bahwa jika ada seseorang diperintah membaca al-fatihah, maka ia tidak bisa
membacanya dan tidak bisa membedakan selendang dirinya dengan milik orang lain.
Pada masa khalifah Abu Bakar R A telah ditetapkan kebijakan dengan menjatuhkan
hukuman cambuk empat puluh kali bagi pelaku minuman keras. Kebijakan hukum
tersebut terus diberlakukan hingga masa Khalifah Umar.*® Ada salah seorang sahabat
muhajirin menentang kebijakan hukuman had itu dengan berdasarkan pada firmah
Allah swt (Q.S. al-Maaidah: 93), maka khalifah Umar kemudian mengeluarkan
kebijakan bahwa regulasi hukum itu diturunkan sebelum turunya firman Allah swt (Q.S.

al-Maaidah: 90) yang intinya mengharamkan minuman keras secara mutlak.*’ Bahkan
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Umar membuat kebijakan yang sangat berat dengan menerapkan kebijakan hukuman
cambuk delapan puluh kali bagi kaum Muslim yang melanggar aturan tersebut.*®

Dalam kaitannya dengan minuman keras, sejak era reformasi kemudﬁl lahir peraturan
daerah (perda) yang bernuansa syariat/hukum Islam tentang miras misalnya Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2004 yang mengatur tentang lﬁngan penjualan
dan peredaran minuman keras tanpa adanya dasar hukum yang berlaku, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang larangan perbuatan
zinah, lokalisasi prostitusi, perjudian dan tindakan maksiat yang dilarang syariat/hukum Islam.
Dalam pasal 2 dijelaskan mﬁenai ruang lingkup perda ini sebagai berikut:

(1) Ruang lingkup larangan perbuatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta
perbuatan maksiat adg#h segala bentuk kegiatan atau pencegahan perbuatan yang
berhubungan dengan peffihatan Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan
maksiat. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah segala
bentuk perzinahan dan atau pelacuran, tindakan yang mengarah kepada perzinahan dan
atau pelacuran, perjudian serta segala bentuk penyiaran dan tayangan yang bersifat
porno dan pornografi.

Dalam pemikiran Moh Mahfud MD, munculnya sejumlah regulasi hukum yang
bernuansa syariat/hukum Islam menjadi bagian dari usaha mengisi dan menyumbangkan nilai-
nilai luhur yang dapat menjadi bahan material dalam pembangunan hukum nasional. Oleh
sebab itu, ketika regulasi hukum Islam itu telah menjadi perda/perturan perundang-undangan,
maka hukum Islam itu telah menjadi hukum nasional** Dalam analisis Abdul Ghani
Abdullah, bahan material hukum Islam dalam sistem pembangunan hukum nasional adalah
konstitusional karena secara filosofis, hukum Islam memiliki orientasi pandangan hidup, cita
moral dan cita hukum yang dapat dijadikan norma dasar hukum nasional. Secara sosiologis,
hukum Islam akan menjadi basis dalam penyelenggaraan hukum yang efektif dan aplikatif
secara berkesinambungan. Dan )ﬁg terakhir secara yuridis, hukum Islam telah diatur dalam
Pasal 24, 25 dan 29 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
(UUD-NRI) Tahun 1945 yang memberikan ruang dan dapat menjadi dasar konstitusional

dalam proses legislasi hukum Islam secara secara yuridis formal 3°

Demikian juga pendidikan
agama menjadi keharusan bagi negara untuk menyiapkannyajagi setiap peserta didik sesuai
dengan kepercayaan dan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik

onesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan dalam
pasal 12 ayat 1 huruf a, bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh

pendidik yang seagama”.
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Prinsip peraturan perudang-undangan atau perda yang dibangun di Indonesia pada
dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berkembang di Indonesia. Hal ini juga
sesuai dengan pemikiran Hasan Asy-Syarqawi, dalam karyanya yang berjudul Nahwa Manhaj
Ilmi Islami yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Manhaj limiah Islami,
terbitan Gema Insani Press, tahun 1994 yang menyebutkan bahwa penghargaan dan penilaian
diri manusia tergatung pada prestasi ketaqwaan dan amal ibadahnya, bukan hanya personnya
saja>! Dalam hal ini, Nabi saw bersabda:

Orang beriman yang unggul dalam beragama Islamnya adalah orang yang dapat
memberi keselamatan kepada orang lainnya baik dari lisan maupun tangannya. Dan
orang beriman yang unggul dalam keberimanannya adalah orang yang sangat baik
akhlaknya. Dan orang kaum muhajian yang unggul adalah orang yang mampu menjahui
semua yang dilarang Allah swt. Dan jihad yang paling unggul adalah berjihad dalam
melakukan pencegahan atas kemauan hawa nafsunya sendiri (HR. Tabrani).>?

Sesuai dengan pemikiran Masdar F. Mas’udi, pembangunan regulasi hukum nasional
harus menyerap unsur substansi hukum yang_ada dan berlaku di masyarakat. Setiap regulasi
hukum di Indonesia harus menyerap spirit dan falsafah hidup masyarakat Indonesia. Oleh
sebab itu, karena sifat fitrah manusia dinamis dan progresif, maka regulasi hukum Islam juga
harus dinamis dwrogresif. Adapun dasar hukum Islam yang bisa berkembang dinamis dan
progresif adalah ayat-ayat al-Qur’an yang universal-fundamental (ayar-aywuhkamr), yakni
ayat-ayat yang mengatur mengenai persoalan substansi hukum, bukan ayat-ayat al-Qur’an
mengenai aturan teknis (ayat-ayat mutasyabihat) yang memiliki hubungan erat dengan
perubahan ruang dan waktu, yang tidak kebal atas adanya perubahan.’* Oleh sebab itu, perda
atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus menyerap nilai-nilai hukum yang
berlaku di masyarakat, yang memiliki fungsi untuk menegakkan nilai-nilai keagamaan,
keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam paradigma legislasi hukum An-Na’im, pembangunan hukum Islam dalam sistem
hukum nasional harus menyerap nilai-nilai kemanusiaan-universal, bukan nilai-nilai hukum
yang diskriminatif >* Dalam bidang sosial politik dan konstitusi, regulasi hukum nasional yang
berasal dari nilai-nilai hukum Islam harus dapat mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan dan
hak-hak warga masyarakat secara proporsional. Dalam bidang ekonomi, regulasi hukum
nasional harus mampu menyerap nilai-nilai hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum
nasional dimana regulasi perda/peraturan perundang-undangan ditetapkan seperti zakat harus
berguna untuk kemaslahatan masyarakat.

Sesuai dengan pemikiran Muhammad Arkoun, regulasi regulasi perda/peraturan

perundang-undangan harus dapat menyerap unsur-unsur berikut: Pertama, harus dapat
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menyerap nilai-nilai substansial teks-teks hukum Islam, dan tidak boleh mengeneralisasi teks
partikularnya. Kedua, harus terintegrasi dengan sisi historis dan pergumulan teks hukum Islam
dari lingkungan sosial, politik dan ekonomi terkait. Karena itu, teks hukum Islam tidak dapat
lepas dari sosio-historisnya. Ketiga, harus dapat mengakomodir perkembangan dunia global
yang memiliki orientasi penegakan hak asasi manusia.>

Sesuai dengan pemikiran &djmuddin At-Tufi, pembangunan hukum Islam bisa
dilakukan di Indonesia kalau tidak bertentangan dengan eksistensi hukum yang berlaku dalam
al-Qur’an dan Sunnah dan tidak melahirkan pelanggaran hak asasi manusia atau dalam istilah
hukum Islam, dikenal dengan al-mashlahah al-‘ammah (kemaslahatan umum). Dengan
merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan dan perda yang bernuansa
syariat/hukum Islam tersebut, maka nilai-nilai kemanusiaan yang termaktub dalam prinsip
kemaslahatan hidup manusia bisa ditegakkan dengan memelihara unsur-unsur pokok berikut:
Pertama, keselamatan agama (baca: hifdz al-din) bisa tegak dengan cara menghindari larangan
dan sekaligus melaksanakan ajaran hukum Islam, seperti menjauhi tindakan perzinahan,
minuman keras dan sekaligus menjalankan kewajiban mencari ilmu dan menikah. Kedua,
keselamatan jiwa (baca: hifdz al-nafs) bisa dilaksanakan dengan adanya keselamatan agama
karena itu dalam ajaran agama (hukum Islam) dilarang tindakan pembunuhan dan bahkan
sebaliknya, hukum Islam mengahruskan memelihara kesalamatan jiwa dan raga manusia.
Ketiga, keselamatan akal pikiran manusia (baca: hifdz al- ‘agl) yang menjadi hal penting dalam
eksistensi diri manusia, sehingga larangan minuman keras dan tayangan pornografi yang sudah
menjadi perda adalah regulasi penting dalam menjamin keselamatan nilai-nilai kemanusiaan
dari masyarakat dan bangsa Indonesia dalam hal akal pikiran. Sementara itu, dari sisi positif,
hukum Islam mengahruskan umat manusia untuk mencari ilmu agar supaya akal pikiran
manusia dapat terpelihara dari perbuatan yang tidak benar. Keempat, keselamatan keturunan
dan kehormatan (baca: hifdz al-nasl wa al-‘ird) adalah bagian esensial dalam memelihara
eksistensi nilai-nilai kemanusiaan dari manusia, sehingga hukum Islam melarang perbuatan
perzinahan dan lokalisasi prostitusi untuk memelihara kehormatan dan kejelasan keturunan
dari manusia. Sementara itu, dari sisi positif, hukum Islam lalu mengundangkan hukum
perkawinan untuk memelihara kehormatan dan kejelasan keturunan. Kelima, keselamatan harta
(baca: hifdz al-mal) merupakan bagian penting juga dalam memelihara nilai-nilai kemanusiaan
karena itu pemerataan harta kekayaan adalah penting dan lalu diatur dengan adanya perda
larangan perjudian yang bisa menjadi salah satu instrumen untuk memelihara rotasi peredaran
harta secara normal dan rasional, schingga harta kekayaan tidak menumpuk di antara seseorang

atau bandar judi/pemenang judi yang biasanya menghalalkan segala cara untuk memperoleh
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harta kekayaan. Selain itu, dari sisi positifnya, hukum Islam mengatur sistem jual-beli dan
mu’amalah yang terhindar dari sistem ribawi. Oleh sebab itu, nilai-nilai kemanusiaan sebagai
nilai universal-fundamental tersebut harus menjadi landasan dan pedoman dalam legislasi
hukum Islam di Indonesia, sehingga nilai-nilai hukum Islam itu juga dapat menjadi pedoman
dalam membangun tatwhidupan kemasyarakatan dan kebangsaan yang religius, humanis,

adil dan sejahtera demi tegak dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

D. Penutup

Akar historis pertumbuhan dan perkembangan figih/hukum Islam sangat terkait dengan
perkembangan kehidupan manusia, bahkan eksistensi hukum ditentukan dengan aspirasi
kepentingan hidup manusia sebagaimana pandangan pakar hukum Najmuddin Atu-Tuhfi.
Nilai-nilai kemanusiaan ini lalu memperoleh momentannya yang baik ketika hak asasi manusia
menjadi kebijakan umum dalam Dekralasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang
menyebutkan bahwa eksistensi manusia harus memperoleh penghormatan dan perlindungan
dari segala bentuk pelanggaran baik ringan maupun berat. Dalam sistem bangunan hukum di
Indonesia, unsur hak asasi manusia tidak boleh dihilangkan dan juga sekaligus unsur
kekosongan hukum juga harus diperhatikan, sehingga eksistensi hukum yang lahir dari tradisi
masyarakat bisa diakomodir sebagaimana aturan hukum yang berkembang di Indonesia. Oleh
sebab itu, pembangunan hukum Islam di Indonesia harus dapat menerima nilai-nilai
kemanusiaan universal agar produk hukum yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam

membangun tata kehidupan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.
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